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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

a. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B be
O Ta’ T te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha
2 Dal D de
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra’ R er
D Zai V4 zet
o Sin S es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta T te (dengan titik di bawah)
L Za Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ apostrof terbalik di atas
¢ Gain G ge
< Fa F ef
3 Qaf Q qi
& Kaf K ka
J Lam L el
N Mim M em
o Nun N en
3 Wau W we
3 Ha’ H ha
e Hamzah ’ apostrof
< Ya’ Y ye

Hamzah (¢) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,).



b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| fathah a a
! kasrah i i
i dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
g fathah dan ai adani
wau
gy fathah dan au adan u
wau
c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf tanda
S e [V..... fathah dan’allf a a dan garis diatas
atau ya
S ... kasrah dan ya’ U i dan garis di atas
’ dammah dan _ L
9 ... wau u u dan garis di atas
Contoh:
Gla i mata

R) rama



Ji8 - qila

&i34) - yamitu
d. Ta marbatah

Transliterasi untuk ta* marbitah ada dua, yaitu ta* marbitah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah
[t].sedangkan ta* marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta* marbiitah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta“

marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:
Jaky) i\ibjj : raudah al-atfal
AL alall Al : al-madinah al-fadilah
PR - al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab simbol tasydid (=), dan
terjemahan ini menggunakan pengulangan huruf (dua konsonan) yang menerima
simbol syaddah.

Contoh:

Lt‘) : rabbana

“o0g <

[EYER najjainda

Xi



é;j'\ : al-haqq

2

px :nu’’ima
335‘— ;,,aduwwun
Jika huruf (¢ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (fifif), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.

Contoh:

& 1, Alf (bukan ,,Aliyy atau A”ly)
25 . ,,Arabi (bukan A”rabiyy atau ,,Arabiy)

f. Kata Sandang

Narasi ditulis dalam sistem tulisan Arab dilambangkan melalui huruf
(alif lam ma'rifah). Dalam panduan terjemahan ini, artikel ini
diterjemahkan seperti sebelumnya, baik jika diikuti dengan huruf syamsiyah
maupun huruf gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
&aii'ﬂ‘ : asy-syamsu (bukan al-syamsu)
‘\bbl\ : az-zalzalah (bukan al-zalzalah)
aadde : al-falsafah
Sl : al-biladu
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g. Hamzah
Aturan pengubahan huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku
untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal

kata, itu bukan tanda, karena dalam bahasa Arab berbentuk alif.

Contoh:
T o088 23 Yy
IR ‘ta’ 'muruna
2 9‘: 1
d JJS\ :an-nau’u
&lsmh :syai’ ‘un
/‘0 o /g
< ol -:umirtu

h. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur“an (dari al-Qur“an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di
transliterasi secara utuh.
Contoh:
Syarhal-Arba “inal-Nawawr

RisalahfiRi"ayahal-Maslahah
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a. Lafzal-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:
41“3:’5 . dinullah

)
&

A - billah

Adapun ta“marbatah di akhir kata yang disandarkan kepada lafadz al-

jalalah, di transliterasi dengan huruf [t].
Contoh:

A A e A hum f7 rahmatillaliah
b. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sadang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
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maupun dalam catatan rujukan (CK, Dp, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi"a linndsi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran

Nasir al-Din al-Tiist

Nasr Hamid Abii Zayd

Al-Tufr

Al-Maslahah fi al-Tasyri™ al-Islamr

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan

Abu (ayah dari) sebagai nama belakang kedua, maka dua nama terakhir
harus dicantumkan sebagai nama keluarga di direktori atau daftar referensi.

Contoh:

Ab al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis sebagai: Ibn Rusyd, Ab al-
Walid Muhammad (bukan: Rushd, Ab al-Walid Muhammad 1bn)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis sebagai: Aba Zaid, Nasr Hamid

(bukan, Zaid Nasr Hamid Abu).
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B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi. = Subhanahu WaTa ‘ala

Saw. = Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

as. = ‘Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masihhidupsaja)
wW = Wafat Tahun

QS .../...: 4=QS al-Bagarah/2: 4 atau QS Al ‘Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Mudrika, 2025, “Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terhadap Shopee Paylater
dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Saga
Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)”. Skripsi Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo.
Dibimbing Oleh Dr. Abdain dan Irma T.

Pola kehidupan masyarakat, dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya saat
ini telah mengalami perubahan dalam segi teknologi, informasi dan komunikasi.
Untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat bisa melalui aplikasi
yang dikembangkan oleh pelaku usaha yang memberi jasa jual beli barang.
contohnya sekarang untuk berbelanja kita bisa menggunakan aplikasi shopee. Dari
persoalan diatas maka penelitian ini membahas tentang, pertama wanprestasi pada
perjanjian kredit di aplikasi shopee, kedua penyelesaian pengguna shopee paylater
yang wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi shopee. Sifat penelitian yang
digunakan pada penelitian ini hukum empiris atau penelitian lapangan yang
bertujuan memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan yang dapat menjadi
objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu
memperkuat teori lama atau membuat teori baru. Metode pendekatan yang
digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu
penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, wanprestasi perjanjian kredit
yang terjadi di aplikasi shopee adalah debitur yang tidak membayar tagihan
shopee paylater yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan yaitu tidak membayar
sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. wanprestasi ini di pengaruhi oleh
dua faktor yaitu pengguna tidak memperhatikan jatuh tempo shopee paylater
tersebut. Kedua, Penyelesaian wanprestasi Pengguna Shopee Paylater yang
Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee adalah dengan cara
penyelesaian secara internal antara pihak shopee dengan pengguna shopee
paylater dengan mengunakan beberapa langkah. Dan juga shopee memberikan
sanksi administratif kepada pengguna yang wanprestasi berupa denda
keterlambatan 5% dan wanprestasi tersebut tercatat di Sistem Layanan Informasi
dan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan sehingga mempersulit untuk mengakses
kredit dari bank dan lembaga keuangan kedepannya.

Kata Kunci: Penyelesaian, Wanprestasi, Shopee Paylater.
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ABSTRAC

Mudrika, 2025. “Resolution of Breach of Contract Cases Related to Shopee
PayLater from the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study in
Saga Village, Bajo District, Luwu Regency).” Undergraduate Thesis, Sharia
Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University
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The lifestyle patterns of society in meeting their needs have undergone
changes, especially in terms of technology, information, and communication. To
fulfill their desired needs, people can now use applications developed by business
actors that provide buying and selling services. For instance, nowadays, we can
shop through the Shopee application. Based on this issue, this research discusses:
first, the breach of contract in credit agreements via the Shopee application; and
second, the resolution of Shopee PayLater users who default on credit agreements
through the application. The nature of the research is descriptive, aiming to
provide the most accurate data possible about the situation that becomes the object
of research, thereby reinforcing hypotheses and either supporting existing theories
or creating new ones. The research method used in this study is normative
juridical, which focuses solely on written regulations and is conducted through the
study of literature or secondary data. The results of this study indicate that: first,
breach of contract in credit agreements via the Shopee application occurs when
debtors fail to pay Shopee PayLater bills. The default in question is the failure to
pay by the specified due date. This breach is influenced by two factors: users not
paying attention to the PayLater due date and other internal user-related issues.
Second, the resolution of defaulting Shopee PayLater users is handled internally
between Shopee and the user through several steps. Shopee also imposes
administrative sanctions on defaulting users in the form of a 5% late fee, and the
default is recorded in the Financial Services Authority's Financial Information
Service System, making it more difficult for users to access future credit from
banks and financial institutions.

Keywords: Resolution, Breach Of Contract, Shopee Paylater.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saat ini telah
mengalami perubahan signifikan, terutama dalam aspek teknologi, informasi, dan
komunikasi. Kebutuhan tersebut kini dapat dipenuhi melalui berbagai aplikasi
yang dikembangkan oleh pelaku usaha sebagai sarana jual beli barang secara
daring. Contohnya adalah aplikasi seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia,
Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lainnya.

Peningkatan penggunaan internet yang pesat menandai kemajuan teknologi
informasi dan telekomunikasi di Indonesia, yang telah menjadi bagian penting
dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan teknologi ini juga telah merubah cara
berdagang dan melakukan transaksi, salah satunya dengan memanfaatkan media
elektronik. Baik pelaku usaha besar maupun kecil kini banyak melakukan
transaksi perdagangan secara digital. Dalam perdagangan elektronik tersebut,
akan terbentuk kontrak atau hubungan hukum antara kedua belah pihak. Untuk
bertransaksi secara online, akses internet sangat dibutuhkan, khususnya melalui
platform pasar daring atau marketplace.

Salah satu aplikasi pembayaran yang menarik adalah Shopee PayLater, yang
disediakan oleh PT Commerce Finance. Metode pembayaran ini menggunakan
dana talangan dari perusahaan aplikasi, di mana pengguna membayar tagihan
kepada perusahaan tersebut. Shopee PaylLater menawarkan produk pinjaman
dengan bunga nol persen pada pinjaman awal tanpa syarat minimal transaksi, dan

jangka waktu pinjaman selama 30 hari. Dalam pelaksanaannya, Shopee
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menggunakan perjanjian baku, yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan aturan dan syarat yang telah
ditetapkan sebelumnya untuk konsumen.

Shopee PayLater adalah layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Dana
Lentera Nusantara dan PT Commerce Finance. Shopee menerapkan sistem
pinjaman berjenjang, di mana semakin sering pengguna melakukan transaksi,
maka limit pinjaman yang diberikan akan semakin besar. Pinjaman online seperti
ini menjadi salah satu layanan transaksi daring yang sedang populer di
masyarakat. Aktivitas bisnis yang memanfaatkan internet ini disebut electronic
commerce (e-commerce) atau perniagaan elektronik, yang melibatkan konsumen,
produsen, penyedia jasa, dan pedagang perantara yang beroperasi melalui jaringan
digital.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli
merupakan perjanjian di mana satu pihak berkewajiban menyerahkan barang,
sementara pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Jual beli adalah
perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai dengan kesepakatan sukarela
antara kedua pihak tanpa adanya paksaan. Esensi dari perjanjian jual beli ini
terletak pada unsur “harga” dan “barang”. Harga pembelian harus disepakati oleh
kedua belah pihak (Pasal 1465 KUHPerdata), sedangkan barang merupakan objek
perjanjian jual beli. Selain itu, sesuai Pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian
harus jelas atau dapat ditentukan, dan Pasal 1334 ayat (1) menyatakan bahwa
objek yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian.

Namun, penggunaan Shopee PayLater juga menimbulkan beberapa masalah.



Banyak pengguna mengeluhkan kendala seperti tagihan yang sudah dibayar lunas
tetapi limit Shopee PayLater tidak segera dikembalikan, penagihan yang dianggap
mengganggu, proses pelunasan yang dipersulit, serta tidak adanya konfirmasi
setelah pembayaran tunggakan dilakukan.

Salah satu kisah konsumen yang mengalami masalah ini adalah Sarah,
seorang wanita yang awalnya menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja
online. la kemudian tertarik mengaktifkan Shopee PayLater setelah mendapat
penawaran menarik, dan akhirnya menjadi ketagihan berbelanja. Pada
penggunaan terakhir, Sarah mengalami kesulitan membayar tagihan dan meminta
pengertian dari petugas penagihan Shopee, namun tidak mendapat respons yang
baik dan justru sering dihubungi secara mengganggu. Akhirnya, ia memblokir
nomor telepon tersebut. Saat ia mencoba menghubungi kembali, Sarah terkejut
karena tagihannya membengkak berkali-kali lipat. la kemudian bersedia melunasi
seluruh biaya dan bunga agar bisa bebas dari tanggungan tersebut. Pihak Shopee
meminta Sarah mengirimkan surat dan data pribadi melalui email, namun setelah
itu tidak ada tindak lanjut. Akibat pengalaman ini, Sarah merasa dirugikan oleh
penggunaan Shopee PayLater..!

Berdasarkan skema jual beli antara pemilik produk dan pembeli melalui
marketplace tersebut penjual berhak mendapatkan margin. Kebolehan jual beli
tidak tunai ini berdasarkan keputusan lembaga Fikih Organisasi Kerja Sama Islam
No. 51 (2/6) 1990, dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

Murabahah. Di dalam Al-Qur*an terdapat dua istilah yang berhubungan

"Media Konsumen,” Tagihan shope paylater melonjak berkali kali lipat « diakses dari
https://media konsumen.com/2020/11/13/surat-pembaca-/tagihan-shope-paylater-melonjak berkali-
kali-lipat/amp.



dengan perjanjian, yaitu al-agdu (akad) dan al-ahdu (janji). Kata tersebut
sebagaimana

yang termuat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :
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Terjemahnya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak
dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau
umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia
kehendaki”. (Q.S. Al-Ma’idah/5:1).2
Berdasarkan tafsir Al-Muyassar ayat di atas menjelaskan bahwa Wabhai
orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya serta menjalankan
syariatNya, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa
keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan
penuhilah perjanjian sebagian kelian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-
beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan
Sunnah rasulNya, Muhammad. Sungguh Allah telah mengahalalkan bagi kalian
binatang-binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah
dijelaskan kepada kalian, yaitu diharamkannya bangkai, darah, dan lainnya, serta
diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah dalam kondisi ihram.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa saja yang dikehendakiNya sesuai

dengan hikmah dan keadilanNya. Transaksi elektronik menurut Undang-Undang

2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an:
Bogor, 2018).



Nomor 11 Tahun 2008 didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan
melalui penggunaan komputer, jaringan komputer, maupun media elektronik
lainnya. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2012, transaksi elektronik dapat berlangsung dalam dua lingkup,
yaitu publik dan privat.

Transaksi elektronik dalam lingkup publik mencakup penyelenggaraan
transaksi oleh instansi atau pihak lain yang menyediakan layanan publik, selama
tidak dikecualikan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
serta kegiatan publik lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Sedangkan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi:

a. Transaksi antar pelaku usaha

b. Transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen

c. Transaksi antar individu

d. Transaksi antar instansi

e. Transaksi antara instansi dan pelaku usaha sesuai regulasi yang berlaku

Salah satu aplikasi yang populer digunakan saat ini adalah Shopee. Shopee
merupakan platform jual beli online yang dapat diakses dengan mudah melalui
smartphone. Shopee Paylater adalah metode pembayaran yang memungkinkan
pembeli untuk memperoleh barang terlebih dahulu dan membayar kemudian.
Dengan demikian, Shopee memberikan fasilitas pinjaman dana agar konsumen
dapat membeli produk yang diinginkan.

Hak dan kewajiban pengguna telah diatur berdasarkan perjanjian yang

merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta regulasi terkait, seperti



Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri adalah
lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011,
dengan tugas mengatur dan mengawasi secara terpadu seluruh aktivitas di sektor
jasa keuangan.

Pengguna dana memiliki hak untuk menerima dana dari pemberi dana
melalui platform Shopee, memperoleh informasi terkini mengenai layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta mendapatkan perlindungan
atas data pribadi. Sementara itu, kewajiban pengguna mencakup kewajiban
melunasi angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati serta membayar bunga
sesuai perjanjian.

Apabila pengguna terlambat melakukan pembayaran setelah jatuh tempo,
hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan atau wanprestasi, di
mana pengguna tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Oleh karena itu,
pengguna wajib bertanggung jawab atas konsekuensi hukum maupun
penyelesaian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Penyelesaian atas
wanprestasi ini sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku adalah dengan
membayar denda sebesar 5% dari total tagihan.® Berdasarkan uraian latar
belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul
“Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terhadap Shopee Paylater Dalam Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten

Luwu)”

%Online Shopee Pay later serta Akibat Hukumnya, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2022).



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti dapat

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam penggunaan shopee pay
later oleh masyarakat di Desa Saga?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik wanprestasi dan
penyelesaiannya dalam kasus shopee pay later di Desa Saga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai salah satu syarat wajib dalam

menyelesaikan studi, serta untuk mengembangkan pengetahuan mengenai yang

telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi shopee
paylater.

2. Untuk mengetahui penyelesaiaan pengguna shopee paylater yang mengetahui
dalam perjanjian kredit di aplikasi shopee.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis mengenai pengguna
Shopee PayLater yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian pada aplikasi

Shopee. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan



ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum perdata.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih
baik kepada masyarakat dalam menangani permasalahan terkait wanprestasi
pengguna Shopee PayLater dalam perjanjian kredit melalui aplikasi Shopee.
b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan
peneliti sehingga dapat memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,

serta menjadi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum ekonomi syariah.
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KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah melaksanakan penelusuran dan kajian terhadap berbagai
sumber dan referensi yang memiliki kesamaan dan relevansi materi pokok
permasalahan dalam penelitian ini. Kajian pustaka ini digunakan sebagai sandaran
teori dan bahan perbandingan atas karya ilmiah yang ada, baik mengenai
kekurangan atau kelebihan yang sudah ada sebelumnya. Kajian pustaka yang
digunakan peneliti sebagai rujukan perbandingan.

Ketzia Stephanie Edine Siallagan (2021) dalam penelitiannya berjudul
“Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee PayLater
Pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia” menitikberatkan pada aspek
hukum perjanjian yang terkait dengan penerapan sistem PayLater di marketplace
Shopee. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-
sama membahas aspek hukum perjanjian serta mekanisme penyelesaian apabila
terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli menggunakan PayLater. Namun,
perbedaan utama terletak pada fokus; Ketzia lebih mengkaji legalitas perjanjian
dalam ranah hukum positif di Indonesia, sementara penelitian ini lebih menilai
kesesuaian praktik wanprestasi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah,
khususnya dari perspektif hukum perdata dan fikih muamalah pada studi kasus
mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam akad jual beli

masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti debitur yang sama sekali tidak
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melaksanakan prestasi, keliru dalam melaksanakan, maupun terlambat dalam
memenuhi kewajiban. Contohnya dialami oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi
Syariah, seperti pengiriman barang yang tidak sesuai spesifikasi, terlambat, cacat,
atau barang palsu. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Ventika
Kusumadewi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penyelesaian
wanprestasi dalam jual beli. Namun, penelitian Ventika difokuskan pada
wanprestasi secara umum dalam jual beli, sedangkan penelitian ini
menitikberatkan pada wanprestasi yang terjadi khusus dalam sistem cicilan
Shopee PayL ater.

Selanjutnya, Ismawati Septiningsih (2021) dalam jurnalnya “Perlindungan
Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater”
menelaah perlindungan hukum bagi pengguna Shopee Paylater, serta upaya
hukum yang dapat dilakukan apabila pihak pemberi pinjaman mengalami
kerugian karena konsumen gagal membayar hutangnya. Dalam hal tersebut,
gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi dapat diajukan, dan penyelesaian
sengketa bisa dilakukan melalui lembaga alternatif seperti Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri, atau BPSK. Kesamaan penelitian
Ismawati dengan penelitian ini adalah fokus pada perlindungan konsumen dalam
transaksi jual beli menggunakan Shopee PayLater. Sedangkan perbedaannya,
Ismawati meneliti penyelesaian wanprestasi dari sisi pihak pemberi pinjaman
yang dirugikan akibat konsumen tidak membayar angsuran, terutama karena
bunga yang dianggap tinggi, sementara penelitian ini memusatkan perhatian pada

penyelesaian wanprestasi yang dirasakan oleh konsumen akibat kekurangan
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barang yang dipesan. Terakhir, penelitian Rahmi (2023) berjudul “Sistem
Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus
Mabhasiswa di Palopo)” bertujuan memahami persepsi mahasiswa Palopo terhadap
sistem transaksi Shopee PayLater dengan meninjau kesesuaian praktik tersebut
menurut fikih muamalah. Sistem Shopee PayLater di kalangan mahasiswa
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan kemudahan
transaksi tanpa harus keluar rumah, karena pembayaran dapat dilakukan setelah
barang diterima, sesuai tanggal jatuh tempo. Persamaan antara penelitian Rahmi
dan penelitian ini terletak pada objek studi yang sama, yaitu fitur Shopee PayLater
yang memungkinkan pembelian dengan pembayaran tertunda atau cicilan.
Perbedaannya, penelitian Rahmi menilai kesesuaian sistem dengan prinsip
syariah, sedangkan penelitian ini mengkaji aspek hukum positif dan mekanisme
penyelesaian sengketa wanprestasi. Keduanya memberikan pandangan yang
saling melengkapi dalam memahami aspek hukum dan ekonomi penggunaan
Shopee PayLater.
B. Landasan Teori
1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku 11l KUHPerdata, tepatnya pada Pasal 1313,
yang menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan di mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Pasal
1313 KUHPerdata ini juga menyiratkan konsekuensi hukum, yaitu dalam sebuah
perjanjian selalu terdapat dua pihak; satu pihak memiliki kewajiban untuk

memenuhi prestasi (debitur), sedangkan pihak lainnya berhak menerima prestasi
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tersebut (kreditur).

Secara umum, perjanjian adalah sebuah kesepakatan antara satu orang atau
lebih dengan pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Karena perbuatan ini
memiliki dampak hukum, maka disebut sebagai perbuatan hukum. Dalam cakupan
yang lebih luas, perjanjian mencakup segala bentuk kesepakatan yang
menimbulkan akibat hukum yang memang diinginkan atau dianggap disepakati
oleh para pihak yang terlibat.

Adapun definisi perjanjian menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

a. Sri Soedewi MS.

Menurutnya, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang
atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih lainnya.
b. R. Wirjono Prodjodikoro

la mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang berkaitan
dengan harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap
berjanji untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut
pelaksanaan janji tersebut.

c. A. Qirom Samsudin Meliala

Perjanjian merupakan suatu kejadian di mana seseorang berjanji kepada

orang lain, atau kedua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
d. Subekti
la menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu kejadian di mana satu pihak

berjanji kepada pihak lain, dan kedua pihak saling berjanji untuk melaksanakan
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sesuatu.”
2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1320
KUHPerdata. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut : * Untuk
sahnya perjanjian perjanjian,diperlukan empat syarat:
a) Sepakat mereka mengikatkan dirinya

Sepakat menunjukkan bahwa adanya persamaan kehendak antara pihak
yang berada dalam suatu perjanjian, kehendak untuk melakukan apa yang
diperjanjikan. Kata sepakat dicapai dengan kehendak masing masing tanpa adanya
paksaan, kekhilafan, penipuan.
b) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan

Dalam 1329 KUHPer dinyatakan bahwa seseorang yang cakap untuk
membuat perjanjian, jika ia tidak dinyatakan cakap oleh undang undang.
Kemudian pada pasal 1330 KUHPer menjelaskan mengenai siapa saja yang tidak
cakap dalam perjanjian itu yaitu :
1) Orang yang belum dewasa.
2) Orang yang berada di bawah pengampuan.
3) Perempuan dalam pernikahan.”

4) Menghendaki hak milik suatu barang sedangkan pihak lainnya  menghendaki  suatu

uang.®

*Lukman Santoso Az, Aspek Hukum Perjanjian, Yogyakarta:Media Pustaka,2019.

>Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Yogyakarta:Medpress Digital, 2016,
him.42.

®Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,
Jakarta:Grafindo Persada, 2003.
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3. Asas-Asas Perjanjian

Selain memenuhi syarat sah perjanjian, terdapat pula asas-asas dasar yang
mengatur perjanjian, antara lain:
a. Asas Konsensualisme

Asas ini menegaskan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya kesepakatan
(consensus) antara para pihak. Dengan demikian, perjanjian dapat dianggap sah
tanpa harus mengikuti bentuk formal tertentu, selama ada kesepakatan. Hal ini
diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian
dianggap terjadi sejak saat tercapainya kesepakatan.
b. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa
pun yang dikehendaki serta menentukan isi dan ketentuan perjanjian tersebut.
Namun, kebebasan ini dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat
memaksa, termasuk ketentuan mengenai ketertiban umum dan kesusilaan.
c. Asas Kepastian Suatu Hal Tertentu

Pasal 1333 menyatakan bahwa perjanjian harus mencakup objek atau pokok
tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, agar perjanjian
menjadi jelas dan terukur.
d. Asas Kehalalan Isi Perjanjian

Isi dan tujuan perjanjian haruslah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
Misalnya, dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan perjanjian harus memenuhi

ketentuan hukum yang berlaku.
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e. Asas Personalia

Perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitas pribadi hanya
berlaku dan mengikat pihak tersebut saja. Hal ini didasarkan pada Pasal 1131
KUH Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi
jaminan terhadap perikatan yang dibuatnya.
f. Asas Itikad Baik

Asas ini mengandung makna subjektif dan objektif. Secara subjektif, itikad
baik adalah sikap jujur dan terbuka saat melakukan tindakan hukum. Secara
objektif, perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma kepatutan
dan kesusilaan, sehingga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.
Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian
harus dilakukan dengan itikad baik.
g. Asas Pacta Sunt Servanda

Menurut asas ini, perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan
mengikat yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Dengan kata lain, semua pihak wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut sesuai
dengan yang telah disepakati. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUH Perdata.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam hukum kontrak dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Kaidah Hukum

Kaidah hukum dalam kontrak terbagi menjadi dua jenis, yaitu kaidah
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tertulis dan kaidah tidak tertulis. Kaidah tertulis mencakup aturan-aturan hukum
yang tercantum dalam perundang-undangan, traktat, serta yurisprudensi.
Sementara itu, kaidah tidak tertulis merupakan norma-norma hukum yang
berkembang, muncul, dan berlaku dalam masyarakat secara tidak resmi.
b. Subjek Hukum

Subjek hukum, yang juga dikenal dengan istilah rechtspersoon, adalah
pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Dalam konteks hukum kontrak,
subjek hukum ini meliputi kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang
memiliki hak menagih, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk
membayar atau melunasi utang.
c. Prestasi

Prestasi merupakan hak yang dimiliki oleh kreditur sekaligus kewajiban
yang harus dipenuhi oleh debitur. Bentuk-bentuk prestasi meliputi:
1) Penyerahan sesuatu
2) Melakukan suatu perbuatan
3) Menahan diri dari melakukan sesuatu

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
disebutkan bahwa terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu
perjanjian sah, salah satunya adalah adanya kata sepakat atau consensus. Kata
sepakat berarti adanya kesesuaian atau kesepahaman antara kehendak para pihak
yang membuat perjanjian tersebut.
d. Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang disepakati oleh para pihak akan menimbulkan akibat
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hukum berupa hak dan kewajiban. Hak diartikan sebagai sesuatu yang
memberikan keuntungan atau kenikmatan, sementara kewajiban adalah tanggung
jawab atau beban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

5. Pengertian Kredit

Kata "kredit" berasal dari bahasa Latin, yaitu "credere” (kredo dan
reditum) yang memiliki arti kepercayaan. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai
penyediaan dana atau tagihan yang setara, yang diberikan oleh bank atau pihak
lain kepada peminjam dengan ketentuan peminjam harus melunasi utangnya
dalam jangka waktu tertentu beserta bunga yang disepakati. Secara umum, kredit
adalah cara memperoleh barang dengan pembayaran secara cicilan atau angsuran
di masa mendatang, atau bisa juga berupa pinjaman uang yang pelunasannya
dilakukan secara berkala sesuai perjanjian.

Artinya, kredit dapat berupa barang ataupun uang. Baik kredit dalam
bentuk barang maupun uang, pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran atau
cicilan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit memiliki dua
pengertian, yaitu pertama, pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan secara
mengangsur; kedua, pinjaman sampai batas tertentu yang diizinkan oleh bank atau
lembaga lain.

Sebelum menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan, bank
biasanya mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu:

a. Perizinan dan Legalitas

Beragam jenis perizinan dan legalitas harus dipenuhi, yang sangat
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bergantung pada jenis usaha nasabah.
b. Karakter
Bank menilai karakter nasabah dan mencoba memprediksi perilaku di
masa depan dengan menggunakan beberapa indikator tertentu.
c. Pengalaman dan Manajemen
Kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya sangat dipengaruhi oleh
pengalaman dan sistem manajemen yang diterapkan, sehingga mampu
menghasilkan dana untuk memenuhi kewajiban kepada bank.
d. Kemampuan Teknis
Faktor teknis yang memengaruhi usaha nasabah meliputi ketersediaan
bahan baku, tenaga kerja, mesin, peralatan, dan hal-hal lain yang mendukung
operasional.
e. Pemasaran
Kemampuan menjual produk sangat penting, karena kegagalan dalam
pemasaran dapat menyebabkan bank kesulitan dalam menagih kewajiban.
f. Keuangan
Kesehatan keuangan usaha nasabah dapat dinilai melalui laporan keuangan
yang disediakan.
g. Agunan
1) Agunan tambahan
2) Barang yang dibiayai menggunakan dana bank
3) Agunan tambahan lainnya

4) Barang yang bukan dibiayai oleh dana bank atau bukan bagian dari aset
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operasional nasabah.’

6. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata dalam bahasa Belanda, yaitu “wanprestatie,”
yang memiliki arti kegagalan untuk memenuhi prestasi atau kewajiban dalam
sebuah perjanjian. Istilah ini merujuk pada tindakan salah satu pihak yang ingkar
janji dalam perjanjian yang telah dibuat di atas materai, biasanya disebabkan oleh
kelalaian sehingga kewajibannya tidak dapat dipenuhi. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), wanprestasi berarti salah satu pihak dalam perjanjian
tidak melaksanakan kewajiban dengan baik akibat kelalaian. Sedangkan menurut
Prodjodikoro, wanprestasi merupakan ketiadaan pelaksanaan suatu prestasi dalam
konteks hukum perjanjian, yang merujuk pada hal-hal yang seharusnya dijalankan
sesuai isi perjanjian.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan
kewajiban yang terlambat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya.
Sementara itu, Subekti menguraikan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam empat
bentuk, yaitu:

a. Tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan sama sekali.
b. Melaksanakan sesuatu yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian.
c. Melakukan pelaksanaan kewajiban dengan terlambat.
d. Melakukan hal yang secara perjanjian dilarang dilakukan.
Dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

dijelaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak

‘Dadang Husein Sobana, Boedi Abdullah, Hukum Perbankan di Indonesia
(Bandung:Pustaka Setia,1026.)



20

terpenuhinya perikatan hanya wajib diberikan apabila debitur telah dinyatakan
lalai dalam memenuhi perikatannya, atau ketika suatu hal hanya dapat diberikan
dalam waktu tertentu yang telah lewat. Debitur dikategorikan lalai apabila: (i)
tidak memenuhi kewajibannya, (ii) terlambat memenuhi kewajiban, atau (iii)
memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan ketentuan.

Secara umum, wanprestasi biasanya terjadi setelah kreditur menyatakan
debitur lalai. Pernyataan ini bertujuan untuk memberi tenggang waktu yang wajar
bagi debitur agar dapat memenuhi kewajibannya, dengan konsekuensi sanksi atas
kerugian yang dialami oleh kreditur.

Terdapat tiga jenis wanprestasi atau ingkar janji, yaitu:

a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
b. Debitur terlambat dalam memenuhi perikatan.
c. Debitur salah atau tidak pantas dalam memenuhi perikatan.

Ketentuan mengenai wanprestasi dapat ditemukan dalam pasal-pasal 1238,
1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, dan 1251 KUHPerdata..

a. Faktor Penyebab Wanprestasi

1) Kelalaian yang dilakukan oleh debitur

Kerugian dapat menjadi tanggung jawab debitur jika terdapat kelalaian
dalam suatu kejadian yang merugikan dirinya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kelalaian ini terjadi ketika debitur seharusnya menyadari atau setidaknya
menduga bahwa tindakan atau sikap yang diambilnya dapat menimbulkan
kerugian. Dalam kaitannya dengan kelalaian debitur, terdapat beberapa kewajiban

yang jika dilanggar dianggap sebagai kelalaian, yaitu:
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a) Kewajiban untuk menyerahkan sesuatu yang sudah dijanjikan.
b) Kewajiban untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
c) Kewajiban untuk menahan diri agar tidak melakukan suatu perbuatan.

2) Kondisi yang memaksa (force majeure)

Keadaan memaksa adalah situasi di mana debitur tidak mampu memenuhi
prestasinya karena adanya peristiwa di luar kesalahannya sendiri, serta tidak bisa
diprediksi saat perjanjian dibuat. Kondisi ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
menyalahkan debitur karena terjadi di luar kehendak dan kemampuan debitur.
Unsur-unsur yang ada pada keadaan memaksa meliputi:

a) Ketidakmampuan memenuhi prestasi akibat peristiwa yang merusak objek
perikatan.

b) Ketidakmampuan memenuhi prestasi karena adanya hambatan yang
menghalangi debitur melaksanakan kewajibannya.

c) Peristiwa tersebut bersifat tak terduga oleh kedua belah pihak (debitur dan
kreditur) pada saat perikatan dibuat, sehingga bukan merupakan kesalahan
salah satu pihak.

3) Dua faktor utama yang menyebabkan wanprestasi:

a) Faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, kematian salah satu
pihak, bencana alam, kekurangan stok akibat permintaan tinggi, kerusakan
barang dalam jangka waktu tertentu, serta jarak yang tidak memungkinkan.

b) Faktor internal yang berasal dari para pihak, meliputi kelalaian, karakter buruk

atau kurangnya itikad baik, rendahnya pendidikan dan moral, serta kesulitan
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keuangan.®

b. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah sebagai

berikut:
1) Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi merupakan kewajiban untuk menanggung semua kerugian yang
muncul akibat hilangnya atau kerusakan barang milik kreditur yang disebabkan
oleh kelalaian debitur. Dalam menuntut ganti rugi, biasanya diperlukan adanya
penagihan (simosi), kecuali dalam keadaan tertentu di mana teguran tidak
diperlukan.

Pasal 1246 KUHPerdata membagi ganti rugi menjadi tiga jenis, yaitu: biaya,
bunga, dan kerugian. Biaya mencakup semua pengeluaran yang timbul akibat
ongkos yang dikeluarkan kreditur. Bunga merujuk pada kerugian karena
hilangnya keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi ini harus
diwujudkan dalam bentuk uang, artinya wanprestasi hanya dapat diukur dan
diganti dalam bentuk nilai uang untuk menghindari kesulitan dalam penilaian jika
menggunakan bentuk penggantian lain.

a) Pembatalan perjanjian

Sanksi ini muncul apabila debitur tidak menyadari bahwa pembatalan
tersebut merupakan suatu hukuman, bahkan cenderung merasa lega karena
pembatalan ini membebaskan mereka dari kewajiban untuk melaksanakan prestasi

yang telah disepakati.

®perdana, Afrilian, and Mahfud Dahlan. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual
beli melalui media elektronik, Jurnal limu Hukum 2.1 2014.
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b) Peralihan risiko
Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini biasanya berlaku pada

perjanjian yang objeknya berupa barang, contohnya dalam perjanjian pembiayaan
leasing. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata, yang
menyatakan bahwa jika debitur lalai menyerahkan barang, maka risiko atas barang
tersebut berpindah menjadi tanggung jawab debitur sejak saat itu..
c. Tinjauan Umum Shopee Paylater
1) Pengertian Shopee Paylater

Aplikasi Shopee hadir dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik untuk
memenuhi kebutuhan para penggunanya, sehingga masyarakat merasa percaya
dan nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Salah satu fitur pembayaran
yang ditawarkan adalah Shopee PayLater, yaitu metode “beli sekarang, bayar
nanti” yang memberikan kemudahan bagi pengguna saat berbelanja online.
Melalui fitur ini, pengguna dapat memanfaatkan pinjaman dana instan dengan
batas limit tertentu untuk bertransaksi, dan pembayaran dilakukan pada bulan
berikutnya sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Shopee PayLater
juga memberikan opsi pembayaran secara cicilan hingga 12 kali dengan bunga
rendah, serta proses verifikasi yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Fitur ini memiliki fungsi yang mirip dengan PayLater pada platform
marketplace lain.

Shopee PayLater dapat digunakan untuk semua transaksi yang dilakukan
di dalam platform Shopee. Namun, fitur ini tidak tersedia di semua akun

pengguna secara otomatis, melainkan hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu
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yang memenuhi syarat. Jika pada menu tab "Saya" (profil pengguna) muncul fitur
Shopee PayLater, maka pengguna tersebut dapat mengaktifkan layanan ini.

Prosedur pendaftaran Shopee PayLater cenderung lebih cepat dan mudah
dibandingkan dengan pengajuan kartu kredit, tanpa adanya biaya tambahan seperti
biaya tahunan atau uang muka. Dengan bunga yang sangat rendah, fitur ini
memberikan kemudahan bagi pengguna aktif Shopee untuk berbelanja dengan
sistem pinjaman instan. Shopee PayLater merupakan inovasi pembayaran terbaru
dari Shopee yang hanya bisa digunakan oleh pengguna aktif yang memenuhi
persyaratan tertentu.

Untuk mengajukan Shopee PayLater, pengguna harus aktif melakukan
transaksi di aplikasi Shopee, kemudian mengisi formulir pendaftaran dengan
melampirkan kartu identitas seperti KTP serta melakukan verifikasi wajah. Proses
pendaftaran ini biasanya diproses dalam waktu maksimal 1x24 jam. Pada awal
pendaftaran, limit kredit yang diberikan biasanya sekitar 450 ribu rupiah, dan
dapat diajukan untuk peningkatan limit hingga maksimal 6 juta rupiah apabila
pengguna terus aktif memanfaatkan fitur tersebut dalam berbelanja..

2) Kelebihan Shopee PayLater
(a) Menawarkan fasilitas cicilan sebagai alternatif penggunaan kartu kredit
(b) Menjadi pilihan praktis untuk berbelanja ketika dalam kondisi mendesak
atau sedang tidak memiliki dana tunai.
(c) Prosedur pengajuan pinjaman instan dapat dilakukan secara sederhana dan
cepat.

(d) Menyediakan pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah.
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(e) Menawarkan beberapa opsi tanggal jatuh tempo sehingga pengguna bisa
menentukan yang paling sesuai.
(f) Termasuk layanan pinjaman resmi yang berada di bawah pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan.
3) Kekurangan Shopee PayLater:
(a) Limit dana instan tidak dapat diuangkan, hanya berlaku untuk transaksi
belanja online.
(b) Pemakaian dibatasi hanya pada platform Shopee.
(c) Dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 5%.
(d) Batas pinjaman akan lebih kecil jika fitur ini jarang digunakan.
(e) Masa tenor cicilan tergolong singkat bagi sebagian pengguna..®
4) Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan Shopee Paylater
Untuk dapat mengaktifkan fitur Shopee PayLater, pengguna diwajibkan
memiliki akun Shopee yang telah terdaftar, terverifikasi, dan aktif minimal selama
tiga bulan. Selain itu, pengguna harus rutin bertransaksi melalui aplikasi Shopee,
memastikan aplikasi selalu diperbarui ke versi terbaru, serta memenuhi kriteria
lain yang ditentukan. Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, pengguna dapat
mencoba melakukan transaksi pembelian menggunakan batas limit yang telah
ditetapkan.
Apabila fitur Shopee PayLater belum muncul di aplikasi, artinya pengguna
perlu melengkapi persyaratan tambahan yang diajukan pihak Shopee. Sebaliknya,

jika fitur ini otomatis tersedia, pengguna dapat langsung mendaftar dan

® Inspirasi Shopee, "Cara Ampuh Ngutang di Shopee”, https://shopee.co.id/, diakses 5 Maret 2024
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menggunakannya setelah mendapat persetujuan dari pihak Shopee.
Adapun ketentuan penggunaan Shopee PayLater meliputi:

(a) Berusia minimal 17 tahun.

(b) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.

(c) Berhasil melakukan aktivasi akun Shopee PayLater.

(d) Shopee PayLater dapat dipakai untuk membayar berbagai produk sesuai limit
yang tersedia, kecuali produk kategori voucher

(e) Minimal transaksi untuk cicilan (3x, 6x, atau 12x) adalah Rp50.000.

(f) Setiap pengguna memiliki tanggal jatuh tempo tagihan yang berbeda.

(9) Tanggal 25 — pembayaran maksimal tanggal 5 bulan berikutnya.

(h) Tanggal 1 — pembayaran maksimal tanggal 11 bulan yang sama.

() Tanggal 15 — pembayaran maksimal tanggal 25 bulan yang sama.

Pengguna yang sudah terverifikasi dapat memperoleh limit pinjaman
mulai dari Rp750.000 hingga Rp50.000.000 (sesuai algoritma Shopee). Besaran
limit setiap pengguna berbeda-beda dan dapat diajukan penambahannya melalui
fitur Shopee PayLater. Limit ini hanya dapat digunakan untuk berbelanja di
Shopee dan tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai..

Langkah-langkah meningkatkan limit Shopee PayLater bagi pengguna:
1) Pastikan rekam jejak akun tetap baik dan tidak pernah terlibat dalam aktivitas
yang melanggar hukum.
2) Lakukan pembelian secara rutin dengan memilih metode pembayaran Shopee
PayLater.

3) Bayarkan tagihan sebelum atau tepat pada jatuh tempo.
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4) Gunakan Shopee PayLater secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan
pokok, sekunder, maupun tersier..

7. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen pada dasarnya mencakup keseluruhan ketentuan
hukum yang mengatur kepentingan pihak konsumen, baik yang tertuang dalam
undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, maupun putusan pengadilan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, konsumen diartikan sebagai setiap individu yang memanfaatkan
barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk keperluan pribadi,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk
diperjualbelikan.

Az Nasution mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai
bagian dari hukum konsumen yang berisi prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah
dengan sifat mengatur sekaligus melindungi kepentingan konsumen. Adapun
hukum konsumen secara umum dipahami sebagai keseluruhan prinsip dan kaidah
hukum yang mengatur hubungan serta permasalahan antara berbagai pihak terkait
barang dan/atau jasa dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan
bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya untuk
memberikan kepastian hukum demi melindungi konsumen. Dengan demikian, jika
perlindungan konsumen diartikan sebagai rangkaian tindakan yang menjamin

terpenuhinya hak-hak konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah
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perangkat hukum yang mengatur berbagai langkah untuk memastikan
terwujudnya perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen memiliki keterkaitan dan interaksi dengan
berbagai bidang hukum lainnya. Hal ini disebabkan karena di setiap bidang
hukum terdapat pihak yang berkedudukan sebagai “konsumen”. Oleh sebab itu,
ruang lingkup hukum perlindungan konsumen tidak dapat dibatasi hanya dalam
satu peraturan, meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(UUPK).

2. Perlindungan konsumen harus dilakukan secara preventif dan represif dengan
melakukan pengaturan dengan tujuan sebagai berikut:

a. Mendorong meningkatnya kesadaran, kemampuan, dan kemandirian
konsumen dalam melindungi dirinya sendiri.

b. Mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan menjauhkan mereka
dari dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa.

c. Mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian
hukum, keterbukaan informasi, serta memberikan kemudahan akses untuk
memperoleh informasi tersebut.

d. Memperkuat pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
memperjuangkan hak-haknya.

e. Membangun kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan
konsumen, sehingga tumbuh perilaku usaha yang jujur dan bertanggung

jawab.

=h

Meningkatkan mutu barang dan/atau jasa yang dapat menjamin
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keberlanjutan usaha, sekaligus menjaga kesehatan, keamanan,

kenyamanan, dan keselamatan konsumen..

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Sedangkan dilihat dari Undang-Undang

Perlindungan Konsumen hak dan kewajiban konsumen sebgai berikut ini:

a. Hak- hak Konsumen

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Memperoleh  kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Memiliki kebebasan untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh
barang/jasa tersebut sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah
dijanjikan.

Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta

jaminan barang/jasa.

Menyampaikan pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang
digunakan.
Memperoleh advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa

perlindungan konsumen secara layak.

Mendapatkan pembinaan dan pendidikan terkait hak serta kewajiban
sebagai konsumen.

Dilayani atau diperlakukan secara benar, jujur, dan tanpa diskriminasi.
Menerima kompensasi atau ganti rugi apabila barang/jasa yang diperoleh

tidak sesuai perjanjian atau tidak semestinya.

8. Tinjauan Umum Hukum Islam

Secara etimologis, kata gard berasal dari bentuk masdar dari kata garada—
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yagrudu yang berarti memotong atau memutuskan. Sedangkan secara
terminologis, gardh diartikan sebagai pemberian kepemilikan harta kepada orang
lain tanpa disyaratkan adanya tambahan ketika harta tersebut dikembalikan.

Dalam akad qard, pihak yang berutang (debitur) tidak diperkenankan
mengembalikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) melebihi jumlah yang
dipinjam, sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa setiap manfaat
tambahan dalam pinjaman tergolong riba. Ketentuan mengenai penagihan dalam
akad gard mengharuskan prosesnya dilakukan dengan sopan dan santun, tanpa
ancaman, serta menjunjung tinggi etika sosial yang berlaku. Apabila pihak yang
berutang tidak mampu melunasi pada waktu yang telah ditentukan, maka
sebaiknya diberikan penangguhan waktu yang disepakati bersama. Dalam kondisi
tersebut, debitur diharapkan tetap berupaya melunasi pinjaman sesuai tempo yang
telah ditetapkan, sekaligus menghormati bantuan yang telah diberikan.Dalam akad
gard, pihak yang berutang (debitur) tidak diperkenankan mengembalikan kepada
pemberi pinjaman (kreditur) melebihi jumlah yang dipinjam, sesuai dengan
kaidah fikih yang menyatakan bahwa setiap manfaat tambahan dalam pinjaman
tergolong riba. Ketentuan mengenai penagihan dalam akad gard mengharuskan
prosesnya dilakukan dengan sopan dan santun, tanpa ancaman, serta menjunjung
tinggi etika sosial yang berlaku. Apabila pihak yang berutang tidak mampu
melunasi pada waktu yang telah ditentukan, maka sebaiknya diberikan
penangguhan waktu yang disepakati bersama. Dalam kondisi tersebut, debitur

diharapkan tetap berupaya melunasi pinjaman sesuai tempo yang telah ditetapkan,
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sekaligus menghormati bantuan yang telah diberikan.*
Dasar Hukum Qard sebagai salah satu akad muamalah dalam Islam terdapat
dalam dalil Al-quran, hadis, dan ijma para ulama. Dalil al-Quranyang

menyebutkannya adalah surah al-Bagarah ayat 245:

/;Su\;:aw buﬁm\fﬁdﬂmw
Syias ol Lo
Artinya :

“Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman
yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allahakan
melipatgndakan ganti kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah
menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya lah kamu Kembali.”
Dalil mengenai akad gard pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW
dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas’ud yang berbunyi:
“Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya
sebanyak dua kali, kecuali ia mendapatkan pahala setara dengan sedekah sekali”
(HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban). Selain bersumber dari Al-Qur’an dan hadis,
ketentuan hukum qard juga diperkuat melalui ijma’ ulama yang sepakat bahwa
akad ini diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan hadis tersebut, memberikan
pinjaman (gard) termasuk perbuatan yang dianjurkan bagi pihak yang
meminjamkan harta, sedangkan bagi pihak yang meminjam hukumnya mubah.
Pada prinsipnya, semua bentuk akad muamalah memiliki hukum asal boleh

selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat.

Adapun rukun dan syarat akad gard meliputi empat unsur utama. Pertama,

OMiftahuk Jannah dan Ahmad Musadad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap itur Layanan
Shopee Paylater”, 2021.
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Mugrid atau pemberi pinjaman, yaitu individu atau lembaga yang memberikan
pinjaman berupa dana atau barang, yang menurut kesepakatan ulama harus
termasuk golongan ahli tabarru’ (orang yang berhak memberikan derma), dengan
kriteria berakal sehat, baligh, merdeka, dan memiliki pengetahuan yang memadai
tentang keadaan terkait akad. Kedua, Mugtarid atau peminjam, yakni pihak yang
menerima pinjaman dengan kemampuan untuk melunasi seluruh utangnya, serta
memenuhi syarat berakal sehat, baligh, dan merdeka. Ketiga, Qarad atau harta
yang dipinjamkan, yang dapat berupa uang, biji-bijian, maupun harta misli seperti
hewan, barang bergerak, maupun barang tidak bergerak sesuai pendapat jumhur
ulama. Keempat, Sighat atau ijab dan gabul, yakni pernyataan kesepakatan kedua
belah pihak, di mana ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama dalam bentuk
ucapan atau tindakan yang menunjukkan maksud akad, sedangkan gabul adalah
pernyataan penerimaan dari pihak kedua yang dapat disampaikan melalui ucapan,
isyarat, maupun tulisan.
9. Denda Dalam Hukum Islam

Pengenaan denda akibat keterlambatan pelunasan utang termasuk ke
dalam bentuk hukuman ta’zir dalam perkara harta. Denda ini dikenal sebagai
syarth jaza’i, yaitu suatu kesepakatan yang dibuat antara pemberi pinjaman dan
penerima pinjaman terkait kompensasi materi yang harus dibayarkan kepada
pihak pemberi pinjaman. Kompensasi tersebut diberikan sebagai bentuk ganti rugi
atas kerugian yang dialami akibat pihak peminjam tidak memenuhi kewajibannya
atau terlambat dari waktu yang telah disepakati.

Dalam pandangan Islam, istilah riba secara terminologi syariat diartikan
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sebagai akad pertukaran atau penggantian tertentu yang jumlah atau bentuknya
tidak diketahui kesamaannya menurut hukum syariat, adanya penundaan
penerimaan, atau terdapat tambahan nilai pada sesuatu yang telah disepakati.
Secara etimologis, riba berarti ziyadah yang mengandung makna tambahan,
kelebihan, tumbuh, dan berkembang. Menurut fikih, riba adalah kelebihan tertentu
yang diperoleh salah satu pihak dalam sebuah transaksi tanpa adanya imbalan
yang sah. Riba dapat terjadi ketika suatu pihak mengambil keuntungan lebih dari
pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenis tanpa
memberikan kompensasi setara. Jenis ini dikenal sebagai riba fadl.

Ketentuan hukum mengenai kecakapan hukum diatur dalam Pasal 2 ayat 1
Bab Il Subjek Hukum bagian pertama yang menyatakan bahwa seseorang
dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum apabila telah berusia minimal
18 tahun. Adapun Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
memperbolehkan pembebanan biaya administrasi gard kepada nasabah. Pasal 80
menyebutkan bahwa perubahan harga atau jumlah barang setelah akad dapat
dilakukan sesuai kesepakatan. Sementara itu, Pasal 610 mengatur bahwa jika
peminjam tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman pada
waktu yang disepakati dan ketidakmampuannya telah dipastikan, maka pemberi
pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu atau menghapus sebagian/seluruh
kewajibannya. Pasal 38 juga mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi
dalam akad dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan akad, peralihan
risiko, denda, atau biaya perkara.

Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran untuk memudahkan
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pengguna, di antaranya:
a) ShopeePay

Layanan uang elektronik milik Shopee yang berfungsi layaknya dompet
digital. Saldo dapat diisi melalui pembayaran di ATM atau metode top up lainnya.
b) Transfer Bank

Pembayaran melalui transfer ke rekening virtual (virtual account) dengan
verifikasi otomatis, bisa melalui teller atau ATM.
c) COD (Cash On Delivery)

Pembayaran dilakukan langsung di tempat saat pesanan diterima dari kurir.
d) Kartu Kredit/Debit

Proses pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga dan hanya untuk kartu
dengan fitur 3D Secure, dengan batas maksimal Rp30.000.000 per transaksi.
e) One Klik

Pembayaran cepat dengan satu klik setelah mendaftarkan sumber dana dari
rekening bank.
f) Alfamart

Pembayaran dapat dilakukan di seluruh gerai Alfamart untuk nominal antara
Rp10.000 hingga Rp5.000.000.
g) Indomaret

Pembayaran di seluruh gerai Indomaret untuk nominal Rp20.000 hingga
Rp5.000.000.
h) Shopee PayLater

Fasilitas pinjaman instan hingga Rp50.000.000 yang memungkinkan
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pembeli membayar di kemudian hari. Opsi cicilan bervariasi, mulai dari bayar
bulan depan hingga 12 bulan. Tagihan wajib dilunasi sebelum jatuh tempo
(tanggal 5 bulan berikutnya) untuk menghindari denda 5% per bulan dari total
tagihan. Keterlambatan pembayaran akan berdampak pada riwayat kredit di SLIK
OJK dan dapat menghambat akses pembiayaan di kemudian hari..

Tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan Shopee PayLater ditetapkan pada
tanggal 5 bulan berikutnya setelah tagihan diterbitkan. Apabila pengguna
terlambat membayar, mereka diwajibkan menanggung denda sebesar 5% dari total
tagihan setiap bulan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Denda ini
akan terus bertambah selama cicilan belum dilunasi. Selain itu, keterlambatan
pembayaran dapat memengaruhi skor kredit di SLIK OJK, yang berpotensi
menghambat akses pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan lainnya.
Oleh karena itu, pembayaran sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo agar
terhindar dari denda keterlambatan.

Jika tunggakan tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu, pihak Shopee
berhak melakukan penagihan secara langsung melalui debt collector. Selain
denda, Shopee PayLater juga membebankan bunga sebesar 2,95% serta biaya
penanganan sebesar 1% per transaksi.

Shopee menetapkan beberapa persyaratan umum bagi pengguna yang ingin
mengaktifkan fitur ini, antara lain:

a. Akun Shopee telah berusia minimal 3 bulan.
b. Akun sudah terverifikasi melalui email, nomor HP, dan KTP.

c. Pengguna rutin melakukan transaksi belanja online.
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d. Aplikasi Shopee telah diperbarui ke versi terbaru.
e. Saat mendaftar, pengguna wajib menyertakan KTP.

Apabila seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, pengguna dapat mengajukan
aktivasi Shopee PayLater. Proses ini memerlukan persetujuan dari pihak Shopee,
dan hasil persetujuan akan diinformasikan kepada pengguna sebelum fitur dapat
digunakan.™
10. Pengertian Riba

Secara etimologis, kata riba bermakna peningkatan (ziyadah),
perkembangan, pertumbuhan, atau pertambahan. Dalam perspektif fikih Islam,
riba diartikan sebagai pertambahan yang tidak adil yang diperoleh satu pihak
tanpa adanya imbalan yang setara. Di tengah masyarakat, istilah ini kerap
disamakan dengan “rente” yang merupakan sinonim dari bunga atas modal.

Riba dapat dijelaskan sebagai penambahan harta tanpa imbalan ketika
menukar satu jenis harta dengan harta lainnya. Menurut Sayyid Sabig, riba adalah
tambahan modal, tanpa memandang jumlahnya. Sementara itu, Abdurrahman al-
Jaziri menyatakan bahwa riba merupakan pertambahan pada salah satu dari dua
barang sejenis yang dipertukarkan tanpa kompensasi atas kelebihannya.

Pada dasarnya, bunga merupakan keuntungan yang diperoleh lembaga
perbankan sebagai imbalan atas pemberian pinjaman kepada nasabah, dengan
dalih untuk menunjang kegiatan usaha produktif. Dengan demikian, modal usaha

dapat bergerak lebih efektif dan menghasilkan profit. Dalam akadnya, pihak

"'IDPP Ferari, Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi diakses
https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/, pada Jumat, 27
Mei 2022 pukul 19.39.


http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/
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pemberi pinjaman (muqrid) dan penerima pinjaman (mugtarid) telah menyepakati
keuntungan yang akan diterima oleh pemberi pinjaman. Riba meliputi seluruh
bentuk tambahan atau kelebihan dalam transaksi yang dilarang oleh Syariah, baik
pada jual beli komoditas ribawi maupun dalam transaksi utang-piutang.
Tambahan tersebut dinilai tidak adil karena merugikan salah satu pihak dan
bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.*
a. Dasar Hukum Riba

Dalam ajaran Islam, riba dilarang dengan tegas. Baik Al-Qur’an maupun
Hadits memberikan kecaman keras terhadap praktik riba dan menegaskan bahwa
hal tersebut tidak dibenarkan. Umat Islam diwajibkan untuk menjauhi segala
bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, baik dalam bentuk pembelian,
penjualan, maupun pinjaman. Ketentuan larangan ini tercantum di berbagai ayat
Al-Qur’an, salah satunya pada Surah Al-Bagarah ayat 276:

oS HEL Y iga 50l s 1) ) §RE
Terjemahya:

Allah memusnahkan riba sedikit demi sedikit dan menyuburkan sedekabh.

Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang berulang-ulang melakukan

kekufuran dan selalu berbuat banyak dosa.

Ayat ini kembali menyinggung sikap ingkar orang-orang yang terlibat
dalam praktik riba, yang tercermin melalui penggunaan istilah kaffar alih-alih
kafir, menandakan tingkat ketidakpercayaan yang lebih dalam. Bentuk
pengingkaran tersebut muncul dalam tiga hal: pertama, ketika mereka

menyamakan riba dengan perdagangan sambil mengabaikan ketentuan Allah;

kedua, saat mereka secara langsung mempraktikkan riba; dan ketiga, ketika

?HamdIah Latif, “Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadis,” Jurnal llmiah Al-Mu ashirah
17, no. 2 (2020): 175.
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mereka tidak menunjukkan rasa syukur atas nikmat berlimpah yang diberikan,
bahkan memanfaatkannya untuk menindas serta menyakiti sesama.

Surat ini menegaskan bahwa riba adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah
SWT, meskipun kedermawanan sangat dijunjung tinggi. Setiap kaum akan
mendapat murka-Nya jika terus-menerus berada dalam kekufuran dan
melanggarnya secara berulang.. QS.An-Nisa Ayat 161.:

- s _ _ .
s w&u Biaely Jlty LB Jisal g8l 2e 135 355 |5 Laddd

-

A Blae

o -_

Terjemahnya:

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah
dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah
(batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang
pedih”. (Q.S. An-Nisa’/4161).%2

Salah satu bentuk kezaliman besar yang mereka lakukan adalah
menghalangi seseorang untuk menempuh jalan Allah. Ayat ini mengungkap sisi
lain dari kezaliman tersebut, yaitu pelarangan terhadap sejumlah perbuatan yang
sebelumnya dibolehkan, sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam praktik
riba yang sangat tidak berperikemanusiaan, meskipun Allah telah dengan tegas
melarangnya. Riba dilarang karena digunakan sebagai cara memenuhi kebutuhan
hidup melalui cara-cara curang. Allah SWT pun menegaskan ancaman hukuman
berat bagi orang-orang yang mengingkari-Nya.

Dalam ayat ini, riba dipandang sebagai aktivitas yang terlarang untuk

dijadikan sumber pembiayaan kebutuhan hidup, sebab harta yang diperoleh

berasal dari jalan yang batil. Bahkan, Allah SWT telah menetapkan ancaman siksa

B3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor: Unit Percetakan Al-
Qur’an, 2018), h. 137.
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yang pedih bagi mereka yang kafir..

b. Macam-macam Riba

Dalam hukum Islam, riba terbagi menjadi lima jenis, yaitu riba fadhl, riba
yad, riba nasi‘ah, riba gardh, dan riba jahiliyah. Berikut penjelasannya secara
lengkap.**
1) Riba Fadhl

Riba adalah kegiatan jual beli, jual beli, atau tukar-menukar barang yang
menghasilkan bunga, meskipun dengan jumlah atau takaran yang berbeda-beda.
Contoh riba dalam hal ini adalah penukaran uang Rp100.000 dengan pecahan
Rp2.000, meskipun jumlahnya hanya 48 lembar, sehingga nominalnya menjadi
Rp96.000. Selain itu, penggantian emas 18 karat dengan emas 24 karat."
2) Riba Yad

Riba jenis ini adalah riba yang timbul dari transaksi jual beli, maupun tukar-
menukar barang yang mendatangkan riba maupun bukan riba. Meskipun
demikian, penerimaan pengalihan kedua barang tersebut tertunda. Contoh riba yad
dalam kehidupan sehari-hari adalah penjualan sepeda motor seharga Rp.
12.000.000 jika dibayar tunai dan Rp. 15.000.000 jika dibeli secara kredit.'®
3) Riba Nasi’ah

Riba adalah kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dalam

1 Karyadi, Reksa Jayengsari, and Syavina Siti Fauziah, “Pengaruh Literasi Riba Dan
Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah,” Secad 3, no. 2
(2022): 36-44.

5 Abiyyu Mahir Ammar, “Penyelesaian Ta’Arudh Al-Adillah Dalam Pengharaman Riba
Fadhl,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 10, no. 2 (2022): 1-9.

* Bimo Borneo, Muhammad Zehan, and Zaky Hariri, “Pengaruh Riba Terhadap
Perkembangan Ekonomi Menurut Syariat Islam,” Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan
Budaya 1 (2023): 1128-38.
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jangka waktu tertentu. Transaksi tersebut melibatkan dua jenis komoditas yang
sama, disertai dengan periode pembayaran yang ditangguhkan. Contoh riba
nasi'ah adalah transaksi yang melibatkan emas 24 karat antara dua pihak yang
berbeda. Ketika pihak pertama telah melepaskan emasnya, pihak kedua
menyatakan bahwa ia akan memberikan emasnya dalam waktu satu bulan. Hal ini
merupakan riba karena potensi fluktuasi harga emas setiap saat."’
4) Riba Qardh

Pada jenis Qardh, riba merujuk pada adanya tambahan nilai yang muncul
saat pelunasan pokok utang, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh
pihak pemberi pinjaman. Contohnya, seseorang meminjam dana sebesar
Rp100.000.000 dari rentenir, dengan bunga sebesar 20% untuk jangka waktu
enam bulan.™®
5) Riba jahilliyah

Riba jenis ini adalah kelebihan pembayaran utang yang melebihi pokok
pinjaman. Kondisi ini umumnya terjadi jika peminjam tidak dapat melunasi tepat
waktu sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Misalnya, seseorang meminjam
Rp20.000.000 dengan tenggat waktu enam bulan. Apabila gagal membayar sesuai

jadwal, jumlah pinjaman akan meningkat akibat tambahan beban utang.*®

' Borneo, Zehan, and Hariri.

'8 Tlham Auladi, “Analisis Simpan Pinjam Dana BUMDES Ditinjau Dari Akad Qardh
(Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso),” Panitera: Jurnal
Hukum Dan Hukum Islam 1, no. 2 (2023): 147-73.

19 Askar Andi Ipandang, “Konsep Riba Dalam Figih Dan Al-Qur’an: Studi Komparasi,”
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ... 19, no. 2 (2020): 1080-90, https://www.jurnal.iain-
bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143.
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E. KERANGKA PIKIR
Kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan pada alur pemikiran yang

tertuang pada skema berikut ini:

Aplikasi Shopee

Konsumen/Pengguna
Shopee Paylater

Mengajukan
Pinjaman/Dana
Talangan Kepada
Aplikasi Shopee

Kewajiban Pihak

Membayar Cicilan
Tiap Bulan Dengan
Batas Waktu yang
Telah Ditentukan

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah aspek hukum ekonomi
syariah dalam penyelesaian perkara wanprestasi, khususnya yang terjadi di
kalangan masyarakat Desa Saga, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Fenomena
ini telah berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga
memunculkan kebutuhan untuk melakukan pembaruan ketentuan hukum ekonomi
syariah terkait mekanisme penyelesaian wanprestasi pada layanan Shopee

Paylater.



BAB I11
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau
penelitian lapangan. Tujuan utamanya adalah memperoleh data secara cermat dan
mendalam mengenai kondisi objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini
diharapkan mampu menegaskan hipotesis yang telah dirumuskan, sekaligus
memberikan kontribusi untuk memperkuat teori yang telah ada atau bahkan
merumuskan teori baru.”
2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif. Jenis pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap peraturan-
peraturan tertulis, yang dilaksanakan melalui penelusuran bahan pustaka atau
sumber data sekunder.
B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten
Luwu. Peneliti memilih lokasi ini menjadi lokasi penelitian karena lokasi ini
merupakan lokasi yang cukup strategis dan lokasi yang sangat relevan dengan
permasalahan yang nantinya akan diteliti.
C. Sumber data dan Bahan hukum

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian tersebut

sebagai berikut:

20 Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Sinar Grafika,2009.
42
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1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum yang terdiri dari :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan.
c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 terkait Informasi dan Transaksi
Elektronik.
d. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Peminjaman Uang
Berbasis Teknologi Informasi.
e. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik.
f. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.
g. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang membahas Informasi dan Transaksi
Elektronik..
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
Bahan sekunder dapat berupa hasil penelitian buku-buku, skripsi, tesis, makalah,
jurnal , internet dan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalah yang dibahas
pada penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berikut ini untuk
mendapatkan data yang akurat, komprehensif, dan dapat didukung kebenaran
ilmiahnya. Beberapa macam instrumen untuk pengumpulan data dalam penelitian

adalah sebagai berikut:
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1. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas
partisipan di lokasi penelitian. Dalam pengamatan tersebut, peneliti melakukan
aktivitas pencatatan hal-hal yang diamati secara langsung. Observasi pada
penelitian ini yaitu dengan mengamati langsung kasus wanprestasi terhadap
pengguna Shopee paylater yang berada di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten
Luwu.
2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian informasi melalui
percakapan secara langsung antara peneliti dengan partisipan.Wawancara dalam
penelitian ini yaitu dengan cara mewawancai secara mendalam dengan pengguna
untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme pinjaman Shopee paylater di
Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti
yang akurat sesuai fokus masalah penelitian.
4. Studi Pustaka

Untuk memperoleh data penelitian ini, peneliti menggunakan metode
penelitian kepustakaan. Ketika seorang peneliti mencari semua sumber informasi
yang dapat diakses, termasuk buku, jurnal dan internet. Peneliti juga menelaah
literature terkait hukum ekonomi syariah, khususnya yang mengatur tentang

wanprestasi.
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E. Teknik Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data yaitu melakukan pemeriksaan data, apakah data tersebut telah
cukup lengkap dan benar sesuai dengan permasalahan.

2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data
pada tiap-tiap pokok pembahasan dengan susunan yang sistematis untuk
mempermudah penjelasannya.

F. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data dari penelitian berhasil dikumpulkan, proses analisis
dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan melalui
kegiatan mengamati, mendeskripsikan, serta menafsirkan kondisi atau hubungan
yang terjadi, pendapat yang berkembang, dan proses yang berlangsung. Informasi
tersebut dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, pandangan teori,

maupun pendapat para ahli.
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BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambat. 4.1 Gambar Desa Saga
Sejarah Singkat Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Desa Saga di
mekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Pambalan dan Desa Saga. Pada tahun
2009 terpilihnya Kepala Desa pertama kali melalui proses Pilkades. Desa Saga
terletak 13 Km dari Ibukota Kabupaten Luwu, dengan luas wilayah 3,23 Km.
Desa Saga terkenal merupakan salah satu Desa yang memiliki kondisi alam yang

cukup baik, dari segi ketinggian Desa Saga terletak pada dataran tinggi.
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Gambar. 4.2 legenda Desa Saga

2. Letak Geografis

Desa Saga merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah

Kecamatan Bajo. Luas wilayah Desa Saga adalah 3,29 km2. Persentase luas

wilayahnya terhadap luas wilayah Kecamatan Bajo sebesar 4,14%. Lokasi Desa Saga

berjarak 3 km dari ibu kota Kecamatan Bajo. Sedangkan jaraknya dari ibu kota

Kabupaten Luwu ialah 14 km. Desa Saga merupakan salah satu desa di Kecamatan

Bajo Kabupaten Luwu, Provinsi Sul-Sel, memilik luas km2. Secara geografis Desa

Saga berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

a.

b.

Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Pambalan
Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Langkidi
Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Rumaju
Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Kadong-Kadong

Secara Administratif, wilayah Desa Saga terdiri dari 3 Dusun, Mata Pencarian

Penduduk Desa Saga. Secara umum Tipologi Desa Saga terdiri dari persawahan,

perladangan, perkebunan, nelayan, Jasa dan perdaganga, pertanian sehingga banyak

ditemukan lahan persawahan, lahan penanaman jagung, penanaman buah naga

dan lahan penanaman sayuran.Topografis Desa Saga secara umum termasuk daerah
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dataran rendah, berdasarkan ketinggian wilayah Desa Saga diklasifikasikan kepada
dataran rendah (0-100 m dpl)/ Penggunaan lahan Desa Saga.

Adapun Jumlah Penduduk Desa Saga berdasarkan Profil Desa tahun 2024
sebanyak 950 jiwa yang terdiri dari 472 jiwa laki laki. Dan 478 Jiwa perempuan,
Sumber penghasilan utama penduduk adalah Petani.

Kondisi Masyarakat Desa Saga dari segi Agama yaitu 100% menganut agama
Islam dengan mayoritas suku sebagai berikut:

a. Suku Luwu

b. Suku Makassar

c. Suku Bugis

3. Deskripsi Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 5 informan dan kelima berusia 19-27 tahun,
bertempat tinggal di Dusun Pambalan Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten
Luwu, Atas Nama Sarah dengan umur 27 tahun, Dewi Amalia umur 21 tahun,
Kurnia Ramadani dengan umur 22 tahun, Marwa dengan umur 20 tahun, Nabila
dengan Umur 19 tahun, Yang merupakan warga yang melakukan kegiatan
Wanprestasi Terhadap Shopee Paylater.

B. Pembahasan

1. Analisis Praktik Wanprestasi Terhadap Shopee Paylater Dalam Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli online merupakan kegiatan jual beli yang dimana dapat diakses
melalui handphone. Jual beli online sendiri lebih diminati oleh masyarakat khususnya
mahasiswa, karena dapat mempermudah, mengefisiensi waktu dan dapat dilakukan

dimana saja tanpa ada batasan waktu.
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Aplikasi belanja online yang sering digunakan yakni aplikasi shopee. Shopee
menyediakan berbagai macam pilihan produk, seperti fashion, perawatan dan
kecantikan, kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Shopee juga menyediakan berbagai
metode pembayaran yang dapat mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi
jual beli. Salah satu metode pembayaran yang sering digunakan yakni Shopee
paylater. Shopee paylater merupakan pembayaran dengan beli sekarang bayar nanti
yang sudah diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dimana
pembayarannya dapat dicicil dengan tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
Dengan adanya pembayaran shopee paylater, maka akan semakin mempermudah
pengguna yang belum memiliki uang atau uangnya yang belum terkumpul dalam
membeli barang yang diinginkan.

2. Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Shopee paylater Oleh Masyarakat
Desa Saga.

Melihat fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian, yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah Masyarakat Desa Saga
Kecamatan bajo, Kabupaten Luwu. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan
wawancara dengan Sarah, Dewi, Kurnia Ramadani, Marwa, Nabila yang

menggunakan pembayaran Shopee paylater dalam melakukan transaksi jual beli:

a. Terlambat Membayar Cicilan
Sarah menyatakan dirinya sudah menggunakan aplikasi Shopee sejak awal
tahun 2021 Barang yang sering saya beli yakni skincare, bodycare, pakaian dan

kebutuhan pribadi lainnya. Saya lebih sering menggunakan aplikasi shopee dibanding
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aplikasi belanja yang lain, karena Shopee lebih gampang untuk diaplikasikan
dibanding aplikasi belanja online lainnya. Dalam membayar pesanan saya
menggunakan metode pembayaran Shopee paylater. Dengan mempermudah saya
dalam membeli barang yang diinginkan. Namun, Jika terlambat dalam membayar
cicilan maka saya akan dikenakan sanksi yakni membayar denda sebesar 5% bayar
dibulan berikutnya. Sebelumnya saya selalu membayar cicilan tepat waktu, akan
tetapi saat akan membayar cicilan dibulan mendatang uang saya belum terkumpul
semua. Karena hal tersebut, membuat saya sering di denda dan bahkan diblokir dalam
penggunaan Shopee paylater.?

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Sarah menggunakan
pembayaran Shopee paylater untuk membeli keperluaan pribadi. Namun, karena ada
kendala dalam keuangan, membuat Sarah terlambat dalam memeuhi tanggung
jawabnya. Jika tahu dirinya memiliki cicilan dibulan mendatang, seharusnya Sarah
menyimpan uangnya dijauh-jauh hari dan tidak menggunaknnya untuk keperluan
lain. Karena hal tersebut, Sarah termasuk kategori melakukan wanprestasi dimana
debitur terlambat dalam berprestasi.

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Dewi yang mengatakan:

Dewi menyatakan bahwa dirinya sudah menggunakan aplikasi Shopee sejak
terjadinya Covid-19 hingga saat ini. Barang yang sering saya beli yakni Obat Herbal,
masker, vitamin dan keperluan kesehatan lainnya. Saya menggunakan aplikasi shopee
selain cara kerjanya mudah dipahami juga karena harga barang di Shopee tergolong

lebih murah dibanding aplikasil lain. Selain itu, dalam memesan baran g saya

2! sarah, Nasabah, Desa Saga Wawancara pada tanggal 3 juni 2025.
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menggunakan pembayaran Shopee paylater yang disediakan oleh pihak Shopee.
Alasan saya lebih memilih menggunakan pembayaran Shopee paylater, karena bisa
memudahkan saya dan meminimalisir pengeluaran disetiap bulannya apalagi pada
saat Covid-19. Namun, jika terlambat dalam membayar cicilan maka akan dikenakan
sanksi yakni membayar denda 5% dan jika sering terlambat membayar cicilan maka
akan di blacklist dari pengguna Shopee paylater. Sebelum adanya Covid-19, uang
bulanan saya sangat memenuhi kebutuhan saya namun setelah adanya Covid-19
uang bulanan saya berkurang dikarenakan saya memiliki usaha makanan kaki lima
ketika Covid pengunjung tidak ramai karena banyak yang lebih memilih memesan
online makanan. Karena itulah mengakibatkan saya kadang terlambat dalam
membayar cicilan.?

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Dewi menggunakan
pembayaran Shopee paylater untuk meminimalisir pengeluaran pada masa Covid-19.
Karena daganganya tidak banyak terjual atau laku sehingga Dewi lebih memilih
untuk menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari dibanding harus
membayar cicilan terlebih dahulu. Karena hal tersebut, menyebabkan Dewi sering
terlambat membayar cicilan dan tergolong dalam melakukan wanprestasi.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Marwa:

Marwa menyatakan bahwa dirinya sudah menggunakan aplikasi shopee selama
4 tahun. Barang yang sering dibelipun bermacam-macam dari keperluan kampus
hingga keperluan pribadi. Menurut saya pribadi, berbelanja di Shopee lebih luas

jangkauan produknya dibanding yang lainnya, selain itu harganya lebih murah dan

22 Dewi, Nasabah, Desa Saga Wawancara pada tanggal 3 juni 2025.
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lebih banyak diskon-diskon yang didapatkan. Selain itu, saya membeli barang di
Shopee menggunakan pembayaran Shopeee paylater. Dengan adanya Shopee
paylater dapat mempermudah saya yang belum punya uang cash, untuk membeli
semua kebutuhan yang saya inginkan dalam pembayarannya dapat dicicil. Namun,
jika saya terlambat membayar, maka saya akan dikenakan Perbiaya tambahan yakni
denda sebesar 5% dibulan berikutnya. Awalnya saya dapat membayar cicilan, tapi
karena adanya pembayaran UKT yang lebih mendesak, mengharuskan saya untuk
telat membayar cicilan”.?

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Marwa menggunakan
metode pembayaran Shopee paylater untuk memudahkan dirinya dalam membeli
barang yang diingin. Namun, karena ada kendala keuangan dan keperluan yang lebih
mendesak, membuat Marwa tidak dapat membayar cicilan sesuai dengan tenggat
waktu yang diberikan. Akibatnya, Marwa digolongkan dalam melakukan
wanprestasi.

Pernyataan Nabila, narasumber lain juga menyatakan hal yang sama:

Nabila menyatakan bahwa dirinya sudah menggunakan Shopee sejak masuk
SMA Saya sering membeli keperluan Sekolah mulai dari Tas, Sepatu, dan keperluan
sekolah lainnya di shopee. Proses pembelian barang di aplikasi lebih cepat dan tidak
ribet, sehingga saya cenderung lebih memilih menggunakan Shopee dari pada
aplikasi yang lain. Saat akan memesan barang, saya menggunakan pembayaran
Shopee paylater. Saya cenderung lebih memilih menggunakan Shopee paylater

karena, dapat melakukan pembelian tanpa perlu membayar secara langsung, sehingga

8 Marwa, Nasabah, Desa Saga Wawancara pada tanggal 4 juni 2025
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memudahkan saya dalam mengelola keuangan. Selain itu, dengan adanya metode
pembayaran Shopee paylater ini dapat membantu saya dalam mengatasi keterbatasan
uang dalam membeli barang yang diinginkan. Jika terlamabat membayar cicilan
disetiap bulannya, maka akan diberikan sanksi oleh pihak shopee yakni membayar
denda sebesar 5% dibulan berikutnya. Karena ketergantungan dan tidak bijak dalam
menggunakan shopee paylater, saya jadi sering terlambat membayar cicilan.*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa:

Nabila menggunakan shopee paylater untuk membeli keperluan Sekolahnya.
Namun, Karena ketidak bijakannya tersebut membuat Nabila menjadi lalai dalam
memenuhi tanggung jawabnya sebagai debitur yakni membayar cicilan sesuai dengan
tenggat waktu yang telah diberikan. Karena hal tersebut, mengakibatkan dirinya
dikenakan denda bahkan hampir diblokir dari pengguna shopee paylater. Dalam hal
ini, termasuk dalam kategori melakukan wanprestasi yakni terlambat dalam
berprestasi.

Pernyataan Kurnia Ramadani, Narasumber:

Kurnia Ramadani seorang karyawan swasta yang aktif menggunakan shopee
paylater menjelaskan bahwa motivasi utamanya dalam menggunakan layanan
tersebut adalah untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dan
menyampaikan bahwa:

“Awalnya saya menggunakan shopee paylater untuk membeli barang

mendesak, tetapi belum gajian. Jadi sistem cicilan ini sangat membantu, apalagi

bunganya cukup terjangkau. Saya tidak menggunakan untuk belanja setiap hari,

teteapi saya menggunakannya hanya untuk membeli voucher listrik dan

membayar tagihan PDAM serta beberapa barang penting lainnya”.®

2* Nabila, Nasabah, Desa Saga Wawancara pada tanggal 4 Juni 2025.
% Kurnia Ramadani, Nasabah, Desa Saga Wawancara pada tanggal 28 Juli 2025
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Dari hasil wawancara responden menunjukan kedisiplinan dengan selalu
mencatat pengeluaran dan mengatur pengingat pembayaran. Responden mengatakan:

“Saya biasa set alaram seminggu sebelum jatuh tempo, terus pas gajian saya
menyisihkan untuk membayar tagihan agar saya tidak kena denda”.

Terkait resiko wanprestasi, responden menegaskan pentingnya mengkontrol
diri saat menggunakan layanan kredit digital.

b. Tidak Membayar Cicilan
Praktik wanprestasi yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Saga selanjutnya

adalah tidak membayar cicilan. Dalam hal ini, Masyarakat mengabaikan tanggung
jawabnya sebagai debitur dengan cara tidak membayar cicilan sama sekali. Hal ini,
dikarenanakan Masyarakat tidak terlalu memahami terkait kebijakan dan ketentuan
yang diberlakukan oleh pihak shopee. Jika merujuk pada paparan data, dapat
diketahui bahwa tidak adanya i'tikad baik dari debitur dalam hal ini Masyarakat
karena menganggap membayar cicilan bukanlah kewajiban yang harus dipenuhi.
Dengan demikian, Masyarakat tergolong dalam melakukan wanprestasi yakni debitur
sama sekali tidak baik. Seharusnya Masyarakat yakni sebagai debitur harus lebih
memahami lagi tentang sebab akibat apabila melanggar.

Perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dan pihak shopee. Jika terus-
terusan tidak ada itikad baik dalam membayar cicilan, lebih baik menghindarkan diri
dari melakukan suatu perjanjian. Suatu perjanjian akan berjalan dengan baik, apabila
jika kedua belah pihak melaksanakan akad sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila kedua belah pihak dapat
memenuhi prestasinya sebagaimana telah diperjanjikan diawal, tanpa merugikan

salah satu pihak. Akan tetapi, dalam prakteknya ditemukan adanya wanprestasi yang
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dilakukan oleh debitur dalam hal ini Masyarakat Desa Saga.

Adapun unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur
dalam hal ini Masyarakat, yakni kesalahan karena disengaja sebagaimana diatur
dalam pasal 1453 KUH Perdata, dimana salah satu pihak sengaja mengingkari suatu
perjanjian sehingga dapat menimbulkan kerugikan kepada pihak yang lain.
Selanjutnya, kesalahan karena kelalaian diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata,
dimana seorang debitur dianggap telah wanprestasi karena telah melewati jangka
waktu yang telah ditentukan dalam kontrak atau perjanjian.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Transaksi
Jual Beli Menggunakan Shopee paylater

Jual beli merupakan tukar menukar hak kepemilikan dari pihak satu pihak ke
yang lain. kegiatan jual beli ini dilakukan antara penjual dengan pembeli. Adapun
rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli ini, yakni:

a. Akad

Suatu akad dapat terjadi apabila rukun dan syarat akad dapat terpenuhi,
yakni:
1) Pihak yang berakad dalam hal ini adalah aqgid (orang yang melakukan akad /

subjeknya), yakni pihak yang dapat melakukan transaksi dalam hal ini pihak
shopee dan pengguna shopee.

2) Ma'qud 'Alaih atau objek transaksi, dimana milik dari penjual, objek yang
diperjualbelikan harus jelas dan suci dari najis.

3) Shighat atau ijab dan gabul merupakan ungkapan kesepakatan antara kedua belah
pihak dalam melakukan akad atau perjanjian. Ijab gabul yang dilakukan oleh pihak
shopee dan pengguna shopee ini, dilakukan dalam bentuk tulisan melalui aplikasi

shopee dimana hanya penjual, pembeli serta pihak ketiga yakni yang menyediakan
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pembayaran shopee paylater yang tahu isi perjanjian tersebut.

4) Pembagian akad dalam proses transaksi shopee paylater ini termasuk kedalam
akad sahih yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi sehingga terdapat akibat
hukum yang mengikat

b. Jual beli

Sudut pandang jual beli pada shopee paylater ini berdasarkan teori di atas
menunjukan proses jual beli dari segi penyerahannya termasuk kedalam jual beli
dengan pembayaran terlebih dahulu dan menerima barang belakangan. Dalam hal ini,
jual beli tersebut termasuk dalam jual beli salam. Adapun rukun dan syarat jual beli
yang harus dipenuhi:

1) Pihak yang berakad dalam jual beli pada shopee paylater ini telah terpenuhi,
pertama penjual dan pembeli merupakan orang yang berakal, karena dapat
menjalankan platform aplikasi yang disediakan. kedua merupakan orang yang
balig, hal tersebut dapat dilihat dari para narasumber yang merupakan pengguna
shopee ini dari kalangan mahasiswa yang cakap. Terakhir orang yang berhak
menggunakan hartanya, hal ini jelas dan nampak ketika para pengguna yang
melakukan transaksi jual beli merupakan orang yang berhak dari segi umur, asal-
usul harta yang digunakan serta mampu mempertanggung jawabkan akibat
hukumnya.

2) Shigat atau ijab kabul Shopee paylater ini sudah memenuhi syarat karena orang
yang melakukan transaksi sudah dikatakan baligh. Kabulnya berupa penyerahan
barang yang dikirimkan melalui ekspedisi dan dan pembayaran dengan sistem

cicilan yang dikenakan bunga. serta denda apabila ada keterlambatan. Adapun ijab
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dan kabul yang dilakukan dalam suatu majelis ini terlaksana namun tidak didalam
majelis, karena ijab dan kabul dalam transaksi Shopee paylater ini dilakukan
dalam sebuah sehingga jika pengguna setuju akan ketentuan tersebut, maka
pengguna tersebut sudah melakukan ijab dan kabul.

3) Barang yang diperjual belikan harus jelas kehalalannya, bermanfaat untuk
penggunanya, jelas asal usulnya dan kedua belak pihak mengetahui jenis dan zat
yang terkandung dalam barang tersebut.

4) Jenis jual beli Shopee paylater ini tergolong kedalam jenis jual beli salam, dimana
jual beli salam adalah menukar hutang dengan barang. Masuknya Shopee paylater
ini kedalam jual beli salam karena pada proses transaksinya pembeli terlebih
dahulu memberikan uang kepada penjual dan menerima barang belakangan.

Jual beli online dalam hukum ekonomi syariah sering dikaitkan dengan jual
beli salam. Jual beli salam merupakan jual beli dimana harga barangnya dibayar
terlebih dahulu dan pembeli akan menerima barang pesanannya belakangan. Jual beli
salam juga sering disebut dengan jual beli pesanan, dimana pada saat akad terjadi
barang yang ingin dibeli belum tesedia, sehingga pembeli akan diminta membayar
terlebih dahulu baru pesanan akan diproses dan barang akan diterima.

Hukum ekonomi syariah memuat ketentuan pokok mengenai perikatan dan
perjanjian, dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih berbagai
bentuk kontrak yang ingin dilakukannya. Oleh karena itu, jika ijab dan gabul telah
terlaksana dengan baik maka sudah dianggap telah memenuhi akad. Akad ini sah
selama dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan persyaratan dan

implementasi yang telah ditetapkan.
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Jual beli semacam ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah.

Surat Al-Baqgarah 2: ayat 282 yang berbunyi:
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A e il Jagly LR A e 18 L 3 s 2
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Terjemaahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah
seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah
pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan
kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu
mendiktekan (-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan
janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang
kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri,
hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua
orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki,
(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang
kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi
perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu
menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas
waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di
sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu
pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak
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mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat

mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang

demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada

Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui

segala sesuatu.?®

Pernyataan diatas bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh peneliti, dimana adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Saga
Dalam hal ini, Masyarakat disebut melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi
prestasinya yakni membayar cicilan sesuai dengan tenggat waktu yang telah
ditentukan. Wanprestasi tergolong perbuatan terlarang menurut hukum ekonomi
syariah, karena tidak memberikan kewajiban atas apa yang menjadi milik hak orang
lain. Maka debitur yakni Sarah, Dewi, Marwa, Nabila, akan dikenakan sanksi berupa
pembayaran ganti rugi dan denda kepada kreditur.

Kedua belah pihak dalam akad jual beli tidak boleh melanggar perjanjian yang
telah disepakati, jika salah satu pihak melanggar hal tersebut maka dianggap
melakukan wanprestasi. Menurut pasal 36 KHES pihak dapat dianggap melakukan
ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana
dijanjikannya;

c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.?’

Berdasarkan pasal 36 KHES diatas, mahasiswa dalam hal ini sebagai pihak

% Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor,
2018).

2 |bid,20
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debitur masuk dalam poin a dan b. Karena kesalahannya tersebut dapat merugikan
kreditur dalam hal ini pihak shopee. Hukum ekonomi syariah menekankan keseriusan
dalam melaksanakan perjanjian yang mereka buat, sehingga barang siapa yang
mengabaikan atau melanggar perjanjian tersebut dianggap sebagai orang munafik,
sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, digolongkan sebagai Abu Hurairah ra
Rasulullah saw bersabda: ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara
ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. 22
Melihat hadis di atas, kita dapat memahami bahwa orang yang melakukan
pelanggaran dengan sengaja disebut orang munafik, yaitu tidak melaksanakan atau
menunaikan tugas yang diberikan kepadanya. Sebagaimana diatur dalam pasal 38
KHES, apabila pihak melakukan ingkar janji maka akan dikenakan sanksi, yakni:
a. Membayar ganti rugi.
b. Pembatalan akad.
c. Peralihan resiko.
d. Denda.
e. Membayar perkaras.
Oleh karena itu, apabila debitur melakukan ingkar janji maka akan dikenakan
sanksi yakni sesuai dengan poin a dan d, yakni membayar ganti rugi berupa denda
keterlambatan sebesar 5% dari total cicilannya dan dibayarkan dibulan berikutnya.

Per disepakati, jika salah satu pihak melanggar hal terse but.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa
kedua belah pihak dalam akad jual beli tidak boleh melanggar perjanjian yang telah

maka dianggap telah melakukan wanprestasi. Praktik wanprestasi tersebut merupakan

8 Ghufron Masadi, Figih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
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perbuatan yang dilarang. Allah swt melarang umatnya untuk hanya sekedar
mengambil manfaat dari kebaikan orang lain dengan tidak mempertimbangkan
kemaslahatan bersama. Apabila kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam
suatu perjanjian, maka kedua belah pihak yakni pihak debitur dan pihak kreditur
haruslah memenuhi tanggung jawab sebagaimana diperjanjian awalnya. Tetapi jika
salah satu di antara mereka melanggar perjanjian tersebut maka dianggap telah
melakukan wanprestasi, karena dimana telah merugikan pihak yang lain. Itulah
ketentuan-ketentuan pokok dalam hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dan
apabila terjadi peristiwa hukum itu dilakukan dengan sengaja maka hal itu merupakan
suatu bentuk wanprestasi. Tetapi apabila terjadi kelalaian karena suatu alasan

makahal tersebut disebut keadaan memaksa (overmacth).



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Saga Yaitu Sarah,
Dewi, Kurnia Ramadani, Marwa, Nabila, dalam melakukan transaksi jual beli
menggunakan shopee paylater di aplikasi shopee, yakni debitur terlambat berprestasi
dan debitur sama sekali tidak berprestasi, dimana telah memenuhi unsur-unsur
terjadinya wanprestasi baik sebuah kesalahan karena sengaja sebagaimana telah
diatur dalam pasal 1453 KUH Perdata dan kesalahan karena kelalaian yang diatur
dalam pasal 1238 KUH Perdata. Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut
yakni uang yang belum cukup, adanya kebutuhan kampus yang lebih mendesak,
keterbatasan dalam keuangan dan tidak ada itikad baik untuk membayar cicilan.
Pihak shopee akan memberikan sanksi kepada para pengguna yang melakukan
wanprestasi berupa denda keterlambatan pembayaran sebesar 5% dari total cicilan
bulan lalu dan dibayar bulan berikutnya, pembatasan akses dalam menggunakan
aplikasi shopee dan voucher shopee, terdaftar di SLIK (Sistem Layanan Informasi
Keuangan) OJK yang dapat mencegah pengguna shopee paylater untuk mendapat
pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain, di black list dari pengguna shopee
paylater dan terakhir dilakukan penagihan melalui telepon atau penagihan lapangan.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik wanprestasi di desa saga kedua
belah pihak dalam akad jual beli tidak boleh melanggar perjanjian yang telah

disepakati, jika salah satu pihak melanggar hal tersebut maka dianggap telah
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melakukan wanprestasi. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES),
wanprestasi ini sama artinya dengan ingkar janji. Menurut pasal 36 KHES, pihak
dapat dikatakan ingkar janji apabila melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
dan tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Menurut pasal 38
KHES, apabila seorang melakukan ingkar janji atau wanprestasi maka akan
dikenakan sanksi yakni membayar ganti rugi dan denda. Dalam hal ini, pihak yang
melakukan wanprestasi yakni debitur atau mahasiswa harus membayar ganti rugi
kepada kreditur atau pihak shopee yakni dengan membayar denda sebesar 5%. Selain
itu, transaksi jual beli menggunakan pembayaran Shopee paylater pada aplikasi
Shopee ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad jual beli.

B. Saran

1. Sebaiknya pengguna Shopee paylater diharapkan agar dapat memenuhi tanggung
jawabnya, yaitu membayar cicilan Shopee paylater tepat waktu sesuai dengan tenggat
waktu yang telah ditentukan oleh pihak Shopee. Pengguna shopee harus lebih bijak
dan memahami bagaimana menggunakan pembayaran agar lebih optimal seperti,
Pahami perjanjian, Atur pengingat , Pantau skor kredit, Komunikasi dengan Shopee.
Dengan memahami konsekuensi dan melakukan pencegahan, kamu bisa
menggunakan Shopee PayLater dengan lebih bijak dan aman. Agar mencegah
wanprestasi.

2. Pengguna harus lebih bijak lagi dalam menggunakan Shopee serta sebab dan
akibat dalam menggunakan aplikasi tersebut. Agar tidak ada lagi keterlambatan

membayar agar tidak terkena denda oleh Shopee paylater.
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ey A (Pulsa, Paket Data, Roaming, Tiket Pesawat, Thet Kereta
2. Limit Cicilan**: Hanya dapat digunakan untuk pembayaran Apl, Tiket Bus & Travel, Pasca Bayar, Listrk PN, Tefom,

tode Giclen TV Kabel & Internet, 8RS, dan POAM)



CARA NN AR AN YL AT

| P o st age e e e L
L Ve Pyl e e e CaaTe e
WA TGt TR Ry et et Seteat Sen wer
At W L St Y A [ASs e

b Raofema

S s
T vt Puyl st e Gakar TS Gulerget atae
Latwt Samaedl Ll imet Purvarene larrestare! S | pnd Unige
THTahe T WD R e et e et ey
Mayw Mot ek e | 10 e

e

3 Pembayaran akan otomatis terkonfirmast § Penpual alan
mendapatkan notfilas: untuk mengemian pesananmu

4 Bayar taghan SPuyLater paling lambdat tanggal 5 11, ateu 25
& bulan berfkutrrya, sesual periode tanggal jstub tempo taghanmu

- Rincian tagihan akan 1 o

mmmmmmmw
mwsmummwa
Jika kamu memilih tanggal jatuh tempo pada tanggal 11,
tagihan akan muncul setiap tanggal 1. Jika kamu memilih
tanggal jatuh tempo pada tanggal 25, tagihan akan '
muncul setiap tanggal 15. Kamu juga dapat melakukan
pembayasan 1agihsn SPayLater sebelum tanggal jatuh
empo.

Rincian tagihan akan ul dengan pe
pilih @ cakup pesa: yang sudah
mm el balian dana) dari

mmwtmmmm
butan berikutnya.

Contoh: Transaksi yang dibuat antara 1gl 25 Maret -
24 April akan tercermin pada tagihan tgf 25 Apeil
dan periu dibayar paling lambat 1gl 5 Mei.

mmmmmm
(mmammmmmm
program Beli Sekarang, Bayar Nanti yang diselesaikan
mmvmmmmmm
datam waktu 3, 6, & 12 bulan. Pilihan periode cicilan
berbeda pada setiap Pengguna & dikenakan biaya
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